
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM I(ABUPATEN BLORA

NoMoR | 32 I PL.O2.L I l(:pt I 33 16/KPU-Kab/IIr I 2o2O

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR

PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA

TAHUN 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan

Pasal 13 huruf d dan huruf h Undang-Undang

Nomor 1O Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi

Undang-Undang;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan

Pasal 32 ayat (21 Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 2 Tahun 2Ol7 tentang Pemutakhiran

Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati , dan f atau Walikota dan Wakil

Walikota, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19

Tahun 2otg tentang Perubahan Atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2Ol7

tentang Pemutakhiran Data dan Pen5rusunan



C

Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Blora tentang Pedoman Teknis

Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar

Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Blora Tahun 2O2O;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi

Undang-Undang sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2OL4 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor

130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OL7 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Propinsi/Komisi

Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan

Umum/Komisi Independen Pemilihan

Mengingat



Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan

Suara, d an Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara dalam Penyelengaraan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

566), sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13

Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2Ol5 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan I.Jmum,

Komisi Pemilihan Umum Propinsi/ Komisi

Independent Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan

Umum/Komisi Independen Pemilihan

KabupatenfKota, Pembentukan dan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan

Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara dalam Penyelengaraan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor

1a98);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2Ol7 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 15 Tahun 2Ol7 tentang Perubahan

Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3

Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,

sebagaimana telah diubah terakhir dengan



Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2OI9 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2Ol7 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Waiikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor

1536);Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6

Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan lJmum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

KabupatenlKota sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22

Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang

Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan LJmLlm, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum KabupatenlKota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17

Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan KabupatenlKota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun

2Ol7 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan

Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2OL7 Nomor 819),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan



Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2OL9

tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2Ol7 tentang

Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati , dan f atau Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol9 Nomor 1676);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2Ol7 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 826),

sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2Ol9 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 3 Tahun 2OI7 tentang Pencalonan

Pemiiihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol9 Nomor 1536);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2Ol9 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Kabupaten I Kota;

9 . Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15

Tahun 2Ol9 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2O2O (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 905)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum



Memerhatikan

Nomor 15 Tahun 2OL9 tentang Tahapan, Program

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2O2O

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL9

Nomor 1511) ;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 929lHK.O3.l-

Kptl 04 IKPU lV I 2019 tentang Kode Klasifikasi Arsip

dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen

Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan

Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten lKota;
1 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Blora Nomor 31/PP.O1.2-Kptl3316IKPU-

KablIXl2Ol9 tentang Pedoman Teknis Tahapan,

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2O2O,

sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor

37 lPP.Ol.2-Kptl 3316/KPU-Kab/XII I 2019 tentang

Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Blora Nomor 3L |PP.OI.2-

Kpt/3316/KPU-KablIXl2Ol9 tentang Pedoman

Teknis Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Blora Tahun 2O2O;

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Blora Nomor 2l lPL.O2.1-BA/33 L6IKPU-

KablIill2O2O, Tanggal 16 Maret 2O2O Tentang

Penetapan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Dan



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Salinan sesuai dengan aslinya
StrKRETARIAT SI PEMI

Pen5rusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Blora Tahun 2O2O;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

BLORA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN

DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA

TAHUN 2O2O,

Menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan

Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Blora Tahun 2O2O sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

11-I1

Menetapkan Jenis Formulir Pemutakhiran Data dan

Penlrusunan Daftar Pemiiih dalam Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Blora Tahun 2O2O, sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

ini;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 16 Maret 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

Ttd,

MOHAMMAD KHAMDUN
LIHAN UMUM
RA
ukumH



LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA
NoMoR : 32 lPL.o2.t lKptl 3316/KPU-Kabltttl2o2o
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN
DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BLORA TAHUN 2O2O

PEDOMAN TEKNIS

PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM

PEMILIHAN BUPATI DAN UIAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2O2O

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Blora tahun 2O2O adalah tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar

Pemilih. Dalam tahapan ini akan ditentukan dan ditetapkan pemilih yang

memenuhi syarat sebagai pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya pada

hari pemungutan dan penghitungan suara.

Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih merupakan

kegiatan untuk memperbaharui, memperbaiki dan mengumpulkan data

pemilih melalui proses pemutakhiran secara langsung. Kegiatan pemutakhiran

ini dilakukan oleh seluruh Penyelenggara mulai dari Petugas Pemutakhiran

Data Pemilih (PPDP), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan

Kecamatan (PPK), dan KPU Kabupaten.

Tujuan dari proses Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih

pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2O2O ini adalah

terwujudnya data dan daftar pemilih yang akurat, komprehensif dan mutakhir

sehingga hak warga yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih dapat

terlayani dengan baik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai acuan dan pedoman bagi Penyelenggara Pemilihan di semua

tingkatan pada proses Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih.
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2. Mempermudah pemahaman dan menyeragamkan proses Pemutakhiran

Data dan Penyrrsunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Blora Tahun 2O2O.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis pelaksanaan Pemutakhiran Data dan

Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora

Tahun 2O2O meliputi:

i. Hak Memilih dan Prinsip Pemilih

2. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2O2O, selanjutnya disebut

Pilbup Blora 2O2O, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah

Kabupaten Blora untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung

dan demokratis.

2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu

atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019.

3. Komisi Pemilihan (Jmum, selanjutnya disebut KPU adalah lembaga

penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum dan

diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur

tentang Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut KPU

Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana

dimaksud daiam Undang-Undang Pemilihan Umum dan diberikan tugas

dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan

yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilihan.

5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora, selanjutnya disebut KPU

Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang pemilihan umum yang diberikan tugas

menyelenggarakan Pilbup Blora 2O2O berdasarkan ketentuan yang diatur
dalam Undang-Undang Pemilihan.
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6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut PPK, adalah panitia

yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pilbup Blora

2O2O di tingkat kecamatan.

7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPS, adalah panitia

yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pilbup Blora

2O2O di tingkat desa/kelurahan.

8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut

KPPS adaiah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan

pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu

adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi

penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang

mengatur mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang

dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan

yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya

disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum

yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah

provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur

mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam

pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang

diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

11. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blora yang selanjutnya

disebut Bawaslu Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan

umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di

wilayah Kabupaten BLORA sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

yang mengatur mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas dan

wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

l2.Panttra Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas

Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten yang

bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di kecamatan.

1 3. Pengawas Pemilihanlapanganyangselanjutnya disebut PPL adalah petugas

yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan

Pemilihan di Kelurahan/Desa.
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14. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disebut PPDP,

adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) yang membantu

PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.

15. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Blora yang selanjutnya disebut

Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi

syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

16. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat

dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.

17. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas)

tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.

18. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya disingkat

DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data

penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat

diselenggarakan Pilbup Blora 2O2O.

19. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar

Pemiiih hasil pemutakhiran daftar Pemilih tetap Pemilu 2OI9 dengan

mempertimbangkan DP4.

20.Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah

diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten.

2l.Daflar Pemilih Tambahan, yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar

Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi

syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal

pemungutan suara.

22.Daflar Pemilih Pindahan selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang

berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak

pilihnya di TPS lain.

23. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data

Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilihan Umum tahun

2Ol9yang dimutakhirkan oleh KPU kabupaten Blora di bantu oieh PPK,

PPS, dan PPDP dengan memepertimbangkan DP 4 dan dilakukan

pencocokan dan penelitian.

24. Sistem Informasi Data Pemilih adalah sistem elektronik dan teknologi

informasi yang digunakan penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam

menyediakan, menyusun, memutakhirkan, menganalisis, mengoordinasi,

mengumumkan dan memelihara data Pemilih daftar pemilih sementara,

dan pemilih tetap.
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25. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit, adalah

kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran data Pemilih

dengan bertemu pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari

rukun tetanggalrukun warga atau nama lain dan tambahan pemilih.

26.Trm Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-

sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang

mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan

yang didaftarkan ke KPU Kabupaten.

27. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman

Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas

Kependudukan dan Cacatan Sipil.

28.Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARAAN

Dalam melaksanakan tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar

Pemilih, penyelenggara berpedoman pada asas:

1. mandiri;

2. jujur;

3. adil;

4. kepastian hukum;

5. tertib;

6. kepentingan umum;

7. keterbukaan;

8. proporsionalitas;

9. profesionalitas;

10. akuntabilitas;

1 1. efisiensi;

12. efektivitas; dan

13. aksesibilitas.
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BAB II
HAK MEMILIH DAN PRINSIP PEMILIH

A. HAK MEMILIH

1. Warga Negara Indonesia yang merupakan Penduduk di wilayah Kabupaten

Blora pada hari pemungutan suara Pilbup Blora 2O2O telah genap berumur

17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai

hak memilih;

2. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pilbup Blora 2O2O, Warga

Negara Indonesia yang merupakan penduduk di wilayah Kabupaten Blora

harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam

Undang-Undang.

B. PRINSIP PEMILIH

1. Warga Negara Indonesia yang dapat didaftar atau dicatat sebagai Pemilih

pada Pilbup Blora 2O2O harus yang memenuhi syarat sebagai berikut:

a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari

pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;

b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

c. Penduduk di wilayah Kabupaten Blora yang dibuktikan dengan Kartu

Tanda Penduduk Elektronik;

d. dalam hal Penduduk yang belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk

Elektronik, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora; dan

e. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau

Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari

pemungutan suara tetapi sudah/pernah kawin dibuktikan dengan akta
perkawinan/buku nikah, Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat

Keterangan.

3. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata

tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 1, Warga

Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
4. Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS

pada setiap Desa/ kelurahan.



-7 -

5. Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih dimaksud

didaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda

Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

6. Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih, diberikan tanda bukti terdaftar

menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan pada tempat tinggal Pemilih

tersebut ditempeli stiker Coklit menggunakan formulir Model A.A.2-KWK.
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BAB III
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

A. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. KPU Kabupaten menerima data hasil analisis DP4 dan hasil sinkronisasi

DP4 dari KPU sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan

Pemutakhiran Data Pemilih.

2. KPU Kabupaten melakukan pencermatan terhadap data hasil sinkronisasi

DPT Pemilu 2019 dan DP4 Hasil analisis dan selanjutnya menyusun daftar

Pemilih dengan menggunakan formulir Model A-KWK.

3. Pen5rusunan daftar Pemilih dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap

TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang, dengan memperhatikan:

a. tidak menggabungkan pemilih dari kelurahan/desa yang berbeda,

pada TPS yang sama;

b. tidak memisahkan pemilih dalam satu rukun tetangga, pada TPS yang

berbeda;

c. tidak memisahkan pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang

berbeda;

d. memudahkan Pemilih;

e. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan

f. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang

waktu pemungutan suara

4. KPU Kabupaten dapat mempertimbangkan pemilih yang berada di Rumah

Tahanan (Rutan), Panti Sosial/Rehabilitasi, dan Pondok Pesantren

(Ponpes) dalam pen1rusunan Daftar Pemilih;

5. Berdasarkan hasil pen5rusunan Daftar Pemilih dalam TPS, PPS

Mengusulkan PPDP disetiap TPS;

6. PPDP membantu KPU Kabupaten dalam melakukan Pemutakhiran Data

Pemilih dengan melakukan Coklit;

7. PPDP diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten berdasarkan

usulan dari PPS.

8. PPS dapat mengusulkan PPDP disetiap TPS dengan memperhatikan hal-

hal sebagai berikut:

a. PPDP dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun

Warga (RW) atau lainya;

b. Jumlah PPDP untuk setiap TPS adalah 1 (satu) orang;
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9. Pembentukan dan tata kerja PPDP sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

10. PPDP mendapatkan bimbingan teknis pemutakhiran data pemilih dari PPS.

1 1. PPS melaksanakan Bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada

PPDP, dengan materi meliputi:

a. Jadwal pelaksanaan Coklit;

b. Persiapan pelaksanaan Coklit;

c. Tata cara pelaksanaan Coklit;

d. Tata cara pengisian formulir; dan

e. Pemilih Disabilitas,

12.Dalarn Kegiatan Pemutakhiran Data dan Peny'usunan Daftar Pemilih, PPS

berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan dan/atau

pengurus RT/RW di desa/kelurahan

13. Selama melaksanakan kegiatan Coklit, PPDP wajib menggunakan tanda

pengenal PPDP dari KPU Kabupaten.

14. KPU Kabupaten menyampaikan daftar Pemilih dalam formulir Model A-

KWK kepada:

a. PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk hardcopy; dan

b. PPK dan PPS dalam bentuk softcopy.

B. PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

1. PPDP melakukan kegiatan Coklit dengan cara mendatangi pemilih secara

langsung serta dapat menindaklanjuti usulan RT/RW setempat.

2. Proses coklit oleh PPDP dilakukan untuk memperbaiki daftar pemilih

dengan cara:

a. Mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar

dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK;

b. Memperbaiki data Pemilih jika terdapat kesalahan;

c. Mencoret pemilih yang telah meninggal;

d. Mencoret pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;

e. Mencoret pemilih yang domisilinya diluar RT/RW wilayah TPS;

f. Mencoret pemilih yang berubah status dari status sipil menjadi status

anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik

Indonesia;

g. Mencoret pemilih yang belum genap berumur L7 ltujwh belas tahun dan

belum/menikah pada hari pemungutan suara;
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h. Mencoret data pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya

setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga, tetangga, dan/atau

pengurus rukun tetangga I rukun warga;

i. Mencoret pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan

putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;

j. Mencatat keterangan pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis

disabilitas; dan

k. Mencoret pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan

merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.

3. Pindah Domisili daerah lain sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d

adalah pemilih yang pindah TPS, desa/kelurahan, kecamatan,

kabupatenlkota.

4. Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih pada formulir

Model A-KWK dan formulir Model A.A-KWK, tidak dapat ditemui secara

langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap kartu tanda

penduduk elektronik atau surat keterangan, pemilih atau keluarganya

dapat menunjukkan kartu keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit.

5. PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan

menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit

pada rumah Pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga dengan

menggunakan Formulir Model A.A.2-KWK.

6. PPDP merekapitulasi hasil kegiatan Coklit kedalam Formulir Model A.A.3-

KWK.

7. PPDP menyampaikan dokumen hasil kegiatan Coklit kepada PPS, meliputi:

a. Formulir Model A-KWK yang telah digunakan;

b. Formulir Model A.A-KWK yang dikembalikan;

c. Formulir Model A.A.I-KWK; dan

d. Formulir Model A.A.3-KWK.

8. PPS dalam menerima hasil Coklit PPDP melakukan kegiatan:

a. Mengecek kelengkapan dokumen hasil Coklit PPDP;

b. Memeriksa kesesuaian pengisian hasil Coklit PPDP; dan

c. Memeriksa kesesuaian jumlah antara hasil Coklit PPDP dengan

rekapitulasi hasil Coklit pada Formulir Model A.A.3-KWK.

9. Dalam hal terdapat hasil Coklit PPDPyang tidak lengkap dan/atau tidak
sesuai, PPS meminta PPDP untuk melengkapi dan memperbaiki hasil
Coklit.
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C. DAF"TAR PEMILIH SEMENTARA

1. PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit

oleh PPDP.

2. PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran, dibantu oleh

PPDP dengan membuat softcopy terhadap Pemilih yang tidak memenuhi

syarat, Pemilih baru, perbaikan data Pemilih yang berbasis TPS, dengan

menggunakan formulir Model A.B-KWK.

3. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran setelah

men5rusun daftar Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.B.1-

KWK.

4. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tersebut

dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita

acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.

5. Rapat pleno terbuka tersebut dihadiri oleh PPDP dan PPL.

6. Dalam rapat pleno terbuka tersebut, PPL dapat memberikan masukan

apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.

7. Dalam memberikan Masukan dengan catatan harus disertai dengan data

autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, Nomor Induk

Kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.

B. PPS wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan

terbukti benar.

9. Apabila terdapat Masukan, tanggapan dan kejadian khusus pada

pelaksanaan rapat pleno terbuka dapat dituangkan dalam formulir catatan

khusus.

10. PPS menyampaikan daftar Pemilih hasil pemutakhiran (Formulir Model

A.B-KWK) kepada PPK, PPL dan KPU Kabupaten dalam bentuk soficopg dan

hardcopy.

11. Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran

secara manual, penyampaian daftar Pemilih dilakukan dalam bentuk

hardcopy.

12. Setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS, PPK

melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran menggunakan

formulir A.B.2-KWK.

13. PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dilakukan
dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang

ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
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14. Rapat pleno terbuka tersebut dihadiri oleh PPS dan Panwas Kecamatan.

15. Dalam rapat pleno terbuka, Panwas Kecamatan dapat memberikan

masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.

16. Masukan tersebut harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis

berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih,

dan lokasi TPS.

17. PPK wajib menindaklanjuti masukan tersebut, apabila data yang

ditunjukkan terbukti benar.

18. Apabila terdapat masukan, tanggapan dan kejadian khusus pada

pelaksanaan rapat pleno terbuka dapat dituangkan dalam formulir catatan

khusus.

19. Salinan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran yaitu formulir

Model A.8.2-KWK disampaikan kepada:

a. KPUKabupaten; dan

b. Panwas Kecamatan;

20. Setelah menerima rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPK,

KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran

dan menggunakan formulir Model A. 1 . I-KWK dan menetapkan DPS

dengan menggunakan formulir Model A.I-KWK.

21. KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi dan penetapan DPS dilakukan

dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang

ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.

22.Dalarn rapat pleno terbuka tersebut dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kabupaten,

dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora.

23. Dalam rapat pleno terbuka, PPK dan Bawaslu Kabupaten dapat

memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.

24. Masukan tersebut harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis

berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih,

dan lokasi TPS.

25. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti masukan tersebut, apabila data

yang ditunjukkan terbukti benar.

26. Apabila terdapat masukan, tanggapan dan kejadian khusus pada

pelaksanaan rapat pleno terbuka dapat dituangkan dalam formulir catatan

khusus.

27 . KPuKabupatenmenyampaikan salinan formulir Model A. 1 . I-KWK kepada:

a. Bawaslu Kabupaten; dan

b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora.
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28. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPS kepada PPS melalui PPK

dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:

a. pengumuman di kantor desa/kelurahan;

b. pengumuman di sekretariatlbalai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga

(RW) atau tempat strategis lainnya; dan

c. arsip PPS.

29. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPS, dalam bentuk soficopy

dengan format portable documentformat (PDF) kepada Bawaslu Kabupaten.

30. Salinan DPS yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 28 dan

29 dapat diberikan dalam bentuk comma separated ualues (CSV) dengan

tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor

kartu keluarga pemilih secara utuh.

31. PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak

menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu

keluarga pemilih secara utuh untuk mendapatkan tanggapan masyarakat

selama 10 (sepuluh) hari setelah menerima DPS.

D. UJI PUBLIK DPS

1. Dalam masa pengumuman DPS, PPS melakukan uji publik terhadap DPS

untuk mendorong masyarakat aktif dalam memberi masukan /
tanggapan terhadap pengumuman DPS.

2. PPS melakukan uji publik, dengan ketentuan:

a. Uji publik dilakukan di tngkat PPS dengan melibatkan pengurus

RT/Rw;

b. Uji publik menggunakan Salinan DPS;

c. Uji publik dilakukan pada masa pengumuman dan penerimaan

tanggapan/ masukan masyarakat selama 10 (sepuluh) hari;

d. Dalam uji publik PPS mengundang secara tertulis kepada pengurus

RT/RW, Tokoh Masyarakat dan PPL;

e. PPS menyiapkan daftar hadir selama uji publik berlangsung;

f. PPS menyiapkan formulir model A. 1.A-KWK sesuai kebutuhan;

g. PPS menerima dan mencatat tanggapan atau masukan masyarakat ke

dalam formulir model A. 1.A-KWK;

h. PPS membuat berita acara uji publik;

i. Hasil uji publik dijadikan bahan masukan untuk menJrusun DPS

perbaikan.
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E. DAFTAR PEMILIH TETAP

1. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat

mengajukan usulan perbaikan kepada PPS mengenai penulisan nama

dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS yang diumumkan

oleh PPS, dengan menunjukan dan menyerahkan Salinan (fotocopy) Kartu

Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari Pemilih yang

informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model

4.1.A-KWK,

2. Usulan perbaikan dimaksud berkaitan dengan informasi tentang Pemilih

yang meliputi:

a. Pemilih telah memenuhi syarat sebagai pemilih;

b. Pemilih sudah/pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;

c. Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional lndonesia atau Kepolisian

Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status

menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik

Indonesia;

d. Pemilih sudah meninggal dunia;

e. Pemilih tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;

f. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan latau
g. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai

Pemilih.

3. Sebelum mengisi ke dalam formulir Model A.1.A-KWK, PPS terlebih dahulu

melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan pemilih yang informasinya

diusulkan untuk diperbaiki dan apabila usulan perbaikan dapat diterima,

PPS memperbaiki DPS berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau

Surat Keterangan serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan

perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai pemilih.

4. PPS menyusun DPS hasil perbaikan menggunakan formulir model A.2-KWK

dan melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan menggunakan formulir

model A.2.1-KWK.

5. PPS melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dalam rapat pleno terbuka

yang dapat dihadiri oleh PPDP dan PPL, serta dituangkan ke dalam berita

acara yang ditanda tangani oleh ketua dan anggota PPS.

6. Dalam rapat pleno terbuka tersebut, PPL dapat memberikan masukan

apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
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7. Dalam memberikan Masukan tersebut harus disertai dengan data autentik

dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, Nomor Induk Kependudukan,

tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.

8. PPS wajib menindaklanjuti masukan tersebut, apabila data yang

ditunjukkan terbukti benar.

9. Apabila terdapat Masukan, tanggapan dan kejadian khusus pada

pelaksanaan rapat pleno terbuka dapat dituangkan dalam formulir catatan

khusus.

10. PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan (formulir model A.2-KWK) dan

rekapitulasi DPS Hasil perbaikan (formulir model A.2.L-KWK) beserta berita

acaranya kepada PPK.

1 1. Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS, selanjutnya PPK

melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS setelah menerima hasil

perbaikan DPS dari PPS menggunakan formulir Model A.22-KWK.

12. PPK melakukan Rekapitulasi hasil perbaikan dalam rapat pleno terbuka

yang dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan

Caion dan hasilnya dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani

oleh Ketua dan Anggota PPK,

13. Dalam rapat pleno terbuka tersebut, PPS, Panwas Kecamatan atau Tim

Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat

kekeliruan dalam rekapitulasi.

14. Dalam memberikan Masukan tersebut harus disertai dengan data autentik

dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan,

tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.

15. PPK wajib menindaklanjuti masukan tersebut apabila data yang

ditunjukkan terbukti benar.

16. Apabila terdapat Masukan, tanggapan dan kejadian khusus pada

pelaksanaan rapat pieno terbuka dapat dituangkan dalam formulir catatan

khusus.

17. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan kepada:

a. KPU Kabupaten;

b. Panwas Kecamatan; dan

c. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

18. Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK, KPU Kabupaten

melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPI.

19. KPU Kabupaten menetapkan DPT dengan menggunakan formulir Model A.3-

KWK dan menyusun rekapitulasi DPT ke dalam formulir Model A.3.I-KWK;
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20. Rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan penetapan DPT dilakukan dalam

rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kabupaten, dan Tim

Kampanye Pasangan Calon dan dituangkan dalam berita acara yang

ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.

2 1. Dalam rapat pleno, PPK, Bawaslu Kabupaten, atau Tim Kampanye Pasangan

Caion dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam

rekapitulasi.

22.Dalarn memberikan Masukan tersebut harus disertai dengan data autentik

dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan,

tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.

23. KPU Kabupaten wajib menindaklajuti masukan tersebut, apabila data yang

ditunjukkan terbukti benar

24.KPU Kabupaten menyampaikan salinan rekapitulasi DPT (formulir Model

A.3.1-KWK) kepada:

a. Bawaslu Kabupaten;

b. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan

c. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora.

25. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPT (formulir Model A.3-KWK)

kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan

sebagai:

a. pengumuman di kantor Desa/kelurahan;

b. pengumuman di sekretariatlbalai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga

(RW) atau tempat strategis lainnya; dan

c. arsip PPS.

26.KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPT (formulir Model A.3-KWK),

kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye

Pasangan Calon tingkat kabupaten, Panwas Kecamatan dan Bawaslu

Kabupaten dalam bentuk softcopy dengan format portable doanment format
(PDF).

27.KPU Kabupaten memberikan salinan DPT (formulir Model A.3-KWK) dalam

bentuk softcopy dengan format excel atau comma separated ualues (CSV),

apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat

kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten, Panwas

Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten.

28. Salinan DPT (formulir Model A.3-KWK) yang disampaikan tidak
menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu
keluarga pemilih secara utuh.
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29. Setelah menerima salinan DPT (formulir Model A.3-KWK) dari KPU

Kabupaten, PPS mengumumkan salinan DPT tersebut pada tempat yang

mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk

kependudukan dan nomor kartu keluarga pemilih secara utuh.

30. Rekapitulasi DPT yang dilakukan oleh KPU Kabupaten digunakan sebagai

bahan penyusunan kebutuhan perlengkapan pemungutan dan

penghitungan suara pada Pilbup BLORA 2O2O serta proses

pendistribusiannya.

F. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

1. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai

Pemiiih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara di TPS

yang sesuai dengan alamat Pemilih.

2. Pemilih tersebut, dicatat secara lengkap oleh KPPS dan di masukkan dalam

DPIb menggunakan formulir Model A.Tb-KWK.

G. DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

1. DPPh merupakan pemilih yang telah terdaftar dalam DPT disuatu TPS

karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memiiih

di TPS lain.

2. Keadaan tertentu tersebut meliputi:

a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;

b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga

yang mendampingi;

c. penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;

d. menjalani rehabilitasi narkoba;

e. menjadi tahanan di rumah tahanan (RUTAN);

f. menjadi tahanan di POLRES;

g. tugas belajar atau santri di Ponpes;

h. pindah domisili; dan/atau

i. tertimpa bencana alam.

3. DPPh menggunakan formulir ModelA.4-KWK dilakukan dengan ketentuan

sebagai berikut :

b. Pemilih mengajukan pindah memilih ke PPS asal dengan menunjukan

KTP Elektronik atau Surat Keterangan paling lambat 3 (tiga) hari

sebelum hari pemungutan suara;
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c. PPS asal meneliti kebenaran identitas Pemilih dan mencatatnya pada

kolom keterangan Salinan DPT (Formulir Model A.3-KWK);

d. PPS asal menerbitkan Surat pemberitahukan DPPh atau Formulir

Model A.S-KWK satu lembar untuk Pemilih dan 1 (satu) lembar untuk

arsip PPS;

e. Pemilih menyerahkan Surat Pemberitahuan DPPh atau Formulir Model

A.5-KWK ke PPS tujuan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum

pemungutan Suara;

f. PPS tujuan men5rusun DPPh menggunakan formulir model A.4-KWK

paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

4. Pemilih yang mengalami kesulitan atau tidak dapat menempuh prosedur

untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh atau Formulir Model A.5-

KWK dari PPS asal, KPU Kabupaten dapat menerbitkan surat

pemberitahuan dimaksud, dengan ketentuan :

a. Ada laporan atau permintaan dari pemilih secara langsung paling

lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara;

b. Meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan;

c. Memastikan pemilih tersebut telah terdaftar dalam DPT di TPS sesuai

alamat Pemilih yang bersangkutan;

d. KPU Kabupaten menerbitkan surat pemberitahuan DPPh atau formulir

model A.S-KWK, 1 (satu) lembar untuk pemilih dan 1 (satu) lembar

arsip;

e. KPU Kabupaten mengkoordinasikan dengan PPS asal untuk mencatat

pemilih yang pindah memilih pada kolom keterangan pada Salinan DPT

(Formulir Model A.3-KWK) ;

f. Pemilih menyerahkan surat pemberitahuan DPPh atau formulir Model

A.S-KWK ke PPS tujuan Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari

pemungutan suara;

g. PPS tujuan menyusun DPPh menggunakan formulir model A.4-KWK

paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

5. KPU Kabupaten menyampaikan Salinan DPPh kepada PPS.

H. SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

1. KPU Kabupaten, PPK dan PPS dalam melakukan pemutakhiran data dan

Daftar Pemilih Pilbup Blora 2O2O menggunakan Sidalih, yang tujuanya

untuk mendukung kerja penyelenggara Pilbup Blora 2O2O dalam
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men5rusun, mengoordinasi, mengumumkan, memelihara data Pemilih, dan

untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data pemilih,

2. Seluruh proses memasukan/ unggah data pemilih baik DPS dan DPT

Pilbup Blora 2O2O dilakukan melalui SIDALIH.

3. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasrana memadai untuk

menyelenggarakan SIDALIH di tingkat Desa/ kelurahan, pemutakhiran

data dilakukan secara manual oleh PPS dan proses pemutakhiran data

pada SIDALIH di fasilitasi oleh PPK dan atau KPU Kabupaten.

I. PEMELIHARAAN DAFTAR PEMILIH TETAP

1. KPU Kabupaten meiakukan pemeliharaan DPT sampai dengan hari

pemungutan suara Pilbup Blora 2O2O berdasarkan laporan dari PPS

melalui PPK secara berkala.

2. Pemilih yang tidak memenuhi syarat setelah penetapan DPT ditulis pada

kolom keterangan.

3. KPU Kabupaten men1rusun data hasil pemeliharaan DPT paling lambat 7

(tujuh) hari sebelum pemungutan suara.

4. Setelah pemungutan suara Pilbup Blora 2O2O, KPU Kabupaten

menghimpun seluruh DPTb atau formulir model A.Tb-KWK dari PPS

melalui PPK dan PPS, untuk selanjutnya petugas entry memasukan

/unggah data DPTb tersebut melalui SIDALIH guna pemutakhiran data

pemilih berkelanjutan untuk pemilihan atau Pemilu berikutnya.

J. PENGAWASAN DAN PELAPORAN

1. KPU Kabupatensecara berkala melakukan monitoring dan evaluasi

terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.

2. KPU Kabupaten melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas

PPDP, dengan menggunakan sampel paling sedikit 5% (lima persen) dari

jumlah TPS di kabupaten.

3. KPU Kabupaten menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan oleh

Bawaslu Kabupaten terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data dan

Penyusunan Daftar Pemilih Pilbup Blora 2O2O.

4. KPU Kabupaten wajib menyampaikan laporan Tahapan Pemutakhiran

Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pilbup Blora 2O2O kepada KPU

Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Kabupaten.



BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. dalam hal perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik sudah mencakup

LOO% (seratus persen) Pemilih, kegiatan penyusunan daftar Pemilih

menggunakan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan.

2. KPU Kabupaten bersama dengan PPK dan PPS setempat serta berkoordinasi

dengan pimpinan rumah tahanan, Polres dan/atau rumah sakit untuk

melakukan pemutakhiran data pemilih dirumah tahanan, Polres, dan/atau

rumah sakit.

3. Pemutakhiran data pemilih dilakukan dengan cara:

a. Pemilih menunjukkan kartu tanda penduduk elektronik atau surat

keterangan kepada KPU Kabupaten;

b. Pemilih dapat menunjukkan fotokopi surat keterangan atau kartu keluarga

sebagai dasar Coklit, jika pemilih tidak dapat menunjukkan kartu tanda

penduduk elektronik atau surat keterangan.

4. Dalam hal terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah

yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili maka KPU

Kabupaten:

a. Melakukan pemutakhiran data pemilih bersama dengan PPK dan PPS

dengan memperhatikan tempat tinggal sesuai dengan kartu tanda

penduduk elektronik atau surat keterangan, untuk keadaan bencana atau

konflik yang terjadi sebelum penetapan DPT; atau

b. Melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat

pengungsian, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi setelah

penetapan DPT.

5. KPU Kabupaten wajib menjaga kerahasiaan informasi data pribadi yang

tercantum dalam daftar pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

6. Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dan pen5rusunan daftar pemilih

menggunakan bentuk dan jenis formulir sebagaimana tercantum dalam

lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

keputusan ini.

7. Pengadaan formulir dilaksanakan oleh KPU Kabupaten.

-20-
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BAB V

PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat sebagai pedoman dalam melakukan Tahapan

Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pilbup BLORA Tahun

2020.

Ditetapkan di
pada tanggal

Blora
16 Maret 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLORA,

MOHAMMAD KHAMDUN

Ttd,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT PEMILIHAN UMUM

RA
Hukum



LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA
NOMOR : 32 lPL.O2.1 lKptl 3316/KPU-Kablrrrl2o2o
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN
DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BLORA TAHUN 2O2O

JENIS FORMULIR DALAM PEMUTAKHIRAN DATA DAN

PEITruSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2O2O

NO KODE NAMA

MODEL A

1 Model A-KWK Daftar Pemilih

2 Model A.A-KWK Daftar Pemilih Baru

3 Model A.A.1-KWK Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih

4 Model A.A.2-KWK Stiker Tanda Bukti Pencocokan danPenelitian

5 Model A.A.3-KWK Laporan Hasil Cokiit PPDP

6 Model A.B-KWK Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran

7 Model A.B. 1-KWK
Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran
Desa/Kelurahan

B Model A.8.2-KWK
Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran
Kecamatan

9 Model A. 1-KWK Daftar Pemilih Sementara

10. Model A.1.1-KWK Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara
Kabupaten/Kota

11. Moclel A.1.A-KWK Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat
terhadapDPS

72 Model A.2-KWK Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan

Model A.2.L-KWK Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
Desa/ Kelurahan

14 Model A.2.2-KWK Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
Kecamatan

15 Model A.3-KWK Daftar Pemilih Tetap

t6 Model A.3.1-KWK Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten I Kota

Model A.4-KWK Daftar Pemilih Pindahan

1B Model A.S-KWK Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)

t9 Model A.Tb-KWK Daftar Pemilih Tambahan

13.

t7

Salinan sesuai dengan aslinya
S]'KRtrTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

BLORA

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 16 Maret 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLORA,

Ttd,

MOHAMMAD KHAIVIDUN

Hukum



DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATIBLORA

]IAHUN 2O2O

MODELA-KWK

PROVINSI : JAWATENGAH
KABUPATEN/KOTA : BI,ORA

Kecamatan
Kelurahan
TPS

BARCODE

Ditetapkandi,....,,.,...!an99a1,.,..,,.,..,....,.,..2020.

KPU IGBUPATEN BLORA

KETUA

leterangandisabilitas(12):

1:DisabilitasFisik

2rDisabilitaslntelektual

3:DisabilltasMental

4:DisabilltasSensorik

(etera n8anstatusPereka ma n

ffiP-el(13):

B: BelumRekam

S: SudahRekam(Suket)

K:SudahRekam(KTP-el)

*) Keterangan(14):

U: Ubarhdata

1: Meninggal

2: Ganda

3: DibawahUmur

4: Pindah Domisili

5: TidakDikenal

6: TNI

7: Polri

8: Hilangingatan

9 : Hak Pilih Dicabut

No
NoKK NIK Nama Tempat lahlr Tanggal Lahlr

Status
Pettawlnan

BlslP

Jenls

Kelaml

nLlP

Alamat
Dlsabilltas

Status
perckaman

ICP-ol
BISIP

Keterantan 1
Jalrn/Dukuh Rt Rw

I 2 3 4 5 6 7 8 I 10 tl 12 't3 fi
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

74

15

16

!7

18

19

20

Keteranganstatus

perkawinan(7):

B: BelumKawinr

S: Kawin

P: PernahKawin

10: BukanPenduduk

( .......,.......,....,....... )



DAFTAR PEMILIH BARU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATIBI,ORA

TAHUN 2O2O

Model A.A-KWK

Ditetapkan di......,,....1an99a1,......................2020

PROVINSI : JAWATENGAH
KABUPATEN/KOTA :BLORA

KeteranganStatus
perkawinan(7):

B:BelumKawin

S:Kawin

P:Pernah Kawin

keterangandisabilitas( 1 2) :

1r DisabilitasFisik

2 : Disabilitaslntelelrtual
3: DisabilitasMental
4 : DisabilitasSensorik

Keteranga nStatusPerekaman

KIP-el(13):

B: BelumReka,m

S: SudahRekarn(Suket)

K:SudahRekam(KTP-el)

Kecamatan
Kelurahan
TPS

No No,KK Ntx Nama
Tempat

!ahir
Tarygal

Lahlr

Status
Perkawlnan

BlslP

lenls
lGlamln

vP

Alamat
Dlsabllitas

Status
perekaman

(TP-€l

slslP

Keterangan rf
lalanl
Dulruh Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 I t0 11 12 13 14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

t2

13

74

15

16

77

18

19

20

(..,..

PPDP

,,..)



ModelA.A.I-KWI(

TAIYDABIMTI PtsITDATTARAIT PEUILIH
PEUILIIIAT BITPATI DAlt WAXIL BITPATI BITORA

TAIITff 2O2O

KepalaKeluargal Penghuni Rumah

Alamat

No. TPS

Ditandatangani di
Tanggal,... .....2O2O

KepalaKeluarga

/Penghuni Rumah
Petugas

PemutakhiranData
Pemilih

.)
(. .)

No Nama Pemilih
1

2.
3.
4.
5
6
7
8
9

10

p,,,:,

ModeIA.A.1.I(TII(

KepalaKelunga I Penghuni Rumah:

Alamat

No. TPS

TAITDABI'KTI PEITDAT"TARAI{ PEUILIH

TAIIT'N 2O2O

Ditandatangani di
Tanggal,... .....2O2O

KepalaKeluarga

/Penghuni Rumah
Petugas

PemutakhiranData
Pemilih

(..

No Narna Pemilih
1

2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
9

10

Keterangan:
Lernbar Satu untuk PPDP
Lelnbar Dua untuk Kepala Keluarga/Penghuni Rumah



MODEL A.A.2-I(WK

STII(ER TANDA BUKTI PEITCOCOI(AN DAN PENELITIAI|

ULuran Stiker z 12 cm X 8 cm

ffi @lm;'*
ELITIAN

BLORA
IAHUN 2O2O

ffi Kepala Keluarga
Penghunl Rumah

uiri
PPDP

Cek nrrne anda d *Salta :
linduogihakpilihmu.kpu,go.id

l----.-. .............)

I

Nama Pemllih No. Nama PemilihNo.

li;ffiIl

lKF,rrl
I [ql!yo.n I

Jumt.hKeluargal , I



MODEL A.A.2.ITWI(

ffi
STIKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITI,AN

SpesifikasiStike/Tanda BuktiPencocokan dan Penelitian sedikitnyamemuat:

1. Logo KPU

2. Jenis dan Tahun pernilihan

3. Haridan TanggalPemungutan Suara

4. Haridan TanggalPencocokan dan Penelitian

5. Jumlah Keluarga

6. Jumlah Pemilih

7. Tandatangan Kepala Keluarga/PenglruniRumah

8. Tandatangan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)

9. Website lindungihakpilihmu.kpu.go.id

lo.Barcode (KPU RI)



ffi
Model A.A.3-I(WK

LAPORAX IIASIL COXLIT PPDP
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA

TAHUN 2O2O

PROVINSI :JAWATENGAH
I(ABUPATEN/KOfA :BLORA
KECAMATAN
DESA/KELURAHAN : ..................

NO. TPS
NAMA PPDP
NIK PPDP

NO. HP PPDP

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,

I Jumlah Data Pemilih diterima (A-IGVK)

II Jumlah Pemilih baru (A.A-I{WK)

L P L+PPemilih yangTidak Memenuhi Syarat

1. Meninggal

2. Ganda

3. Dibawah umur
4. Pindah Domisili

5. Pemilih tidak dikenal

6. TNI

7. POLRI

8. Hilang ingaan
9. Hak pffi dicabut

m

lO. Bukan penduduk

Jualah Eemtlth yaag Ttdel Ucaenuhl Eyarat

r I II
IV

Jumlah Pemllth Hasll Cotltt

Jumlah Data Pemilih sesuai

V Jumlah Data Pemilih diperbaiki(pemilih ubah data)

Jumlah Data Pemilih Disabilitas L P L+P

t. DisabilitasFisik
z. Disabilitaslntelektual
a. DisabilitasMental

VI

+. DisabilitasSensorik

Jumlah Stiker Diterima (Model A.A.2-KWK)

Jumlah pemilih disabilitas

Jumlah Stiker Digunakan

Jumlah Stlker Slsa

1. Jumlah KK Hasil Coklit

2. Jumlah Irmbar Bukti Pemilih Terdaftar (Model A.A.f -I(WK) dibagikan

Stahrs Perelaoan KTP-el
L P L+P

x l.JumlahPemilihBelumRekam I(IP-el (Model A-KWKdanModelA.A-l(WK)

2.JumlahPemilihSudah Rekam KtP-el (Sutet)(ModelA-KWKdanModelA.A-KWK)

3.JumlahPemilihSudah Rekam ( KtP-el) (ModelA-KWKdanModelA. A-K\MK)

....)

,,,',.! t' .L+F



ffi DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA

TAHUN 2O2O

Ditetapkan di..........,.... ..2024
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KETUA

PROVINSI
r$BUPATEN/KOTA,

: JAWATENGAI{
:BLORA

Kecamatan
Kelurahan
TPS

Kcteranganstatus
Perkawinan(7):

B: BelumKavrin

S: Kawin

P: PemahKawin

Keterangandisabilitas( I 2) :

l:DisabilitaeFisik

2 : Digabilitaslntelektual

3:DisabilitaEMental

4 : DisabilitaeSeneorik

KeteranganStatusPerekaman
KTP-el(13):

B: BelunRekam

S: SudahRekam(Suket)

K: SudahRekam(I,OP-el)

*) Keterangan(14):
U: Ubalrdata

1: Meninggal

2: Ganda

3: DibawahUmur

4: Pindah Domisili

5: TldakDikenal

6: TNI

7: Pblri

8: tiilang ingatan

9 : IIak Pilih Dicabut

No No Kl( NIK Nama
Tempat

Lahir
Tanggal

Lahlr

Statut
Perkaw{nan

B/S,D

Jenls

lGlamln
LID

Alamat Dlsablll
tas

Status
perek4nan

KTP-el

Keterangan
*!

Jalan/Dukuh Rt Rw
1 2 3 4 5 6 7 8 I 10 1t 12 '13 14

1l

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

t2

13

74

15

16

17

18

19

1O: Bukan Penduduk

Mrd.t A-B-I<WK li

)(



ffi
ModelA.B.l-KWK

REKAPTTULASI DAFTARPEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DESA/ KELURAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORATAHUN 2O2O

OLEH PPS
PROVINST : JAWATENGAH
KABUPATEN/KOTA : BIORA

KECAMATAN
DESA/KELURAHAN

Disahkan dalam Rapat Pleno PPS Tanggal .....2O2O

PAITITIA PEUUITGT'T.IIII EUARA

Nama TandaTangan

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota

1

2

3

4

5

5

7

I
9

1'

t2

13

L4

15

TOTAL

No. NomorTPS
Pemilih Baru iakMemerur hi Syarat Perbaikan Data Pemillh

l(eterangan,t P [+P t P L+P t P L+P t P L+P

10



REKAPITULASI DAFTARPEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN KECAMATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORATAHUN 2O2O

OLEII PPK

Model A.B.2-I(WK

Disahkan dalam Rapat Pleno PPK Tanggal .......2O2O

PAITITIA PEUILIHAIT TECATA'TAil
Nama Tanda Tangan

PROVINSI
KABUPATEN/KOIA
KECAMATAN

: JAWATENGAH
: BLORA
:,........,.,..,.....,.,

1. Ketua
2. Anggota

3. Anggota

4. Anggota

5. Anggota

1

2

3

4

5

6

7

I
9

10

11

L2

13

t4

15

TOTAL

Keterangdl
Pemlllh Baru Pemillh Tidak Memenuhl Syarat Perbaikan Data Pemillh

No.
Desa/Kelurahan

Jumlah
TPS [+F L P L+P t P L+P t P L+P



DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA

TAHUN 2O2O

PROVINSI
KABUPATEN/KOTA

: JAWATENGAH
: BI,ORA

KECAMATAN
DESA/KELURAHAN

BARCODE

Ditetapkan d.,..,..,..,.1an99a1,...,.,..,.,,..,,,...,,2020

KPU KABUPATEN BLORA

KEIUA,

KeteranganStatus
perkawinan(7):

B:BelumKawin

Srlhwin
P:Pernah Kawin

keterangandisabilitas( 1 2) :

1r DisabilitasFisik

2 : Disabilitaslntelektual
3: DisabilitasMental
4 : DisabilitasSensorik

KeteranganstatusPerekaman

KIP-el(13):

Br BelumRekam

S: SudahRekam(Suket)

K:SudahRekam(KTP-el)

(,,

rA.1-I(WK

AIamatNo t{o KK NIK Nama Tempat
lahir

Tangga!
Lahlr

Status
Perkawlnan

BlslP

Jenls

Kelamln

vP
Jalan/Dukuh Rt Rw

Dasaballtas

Status
perckaman

KTP-el

BISIP

l(eterangan

1 2 3 4 5 0 7 I I 10 t1 12 13 14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

!2

13

t4

15

15

t7

18

19

20

..)



Model A.1.I-KWK

ffi REKAPITUI,AST DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2O2O

OLEH IIPU KABUPATEIT

PROVINSI
KABUPATEN

: JAWATENGAH
: BI,ORA

L+Pru P
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTALI

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Tanggal .....,...,..2O2O

I(OUISI PEUILIIIAN I'UUT I(ABI'PATEN BLORA

Nama Tanda Tangan

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota

4. Anggota

5. Anggota

No. KECAMATAN

JUMTAH TPS JUMIAH PEMITIH

Keterangan



LamplranFormulirMasukandanTanggapanMasyarakat TerhadapDPS

Alamat
Disabilitas

Status
Perekaman

NrP-el
alcllr

Keterantan
+)

No NoKX NIK ilama Tempatlahlr Tanggal
[ahlr

Status
Perkawinan

slslP

Ienls
Kelamin

UP Jalan/Dukuh Rt Rw

12 13 I1 3 4 5 5 7 8 10 11

1

2

3

4

IIIIIIII
l(eteranganStatus

perkawinan(7)r

8: BelumKawin

S: Kawln

P: Pe.nahKawin

Xeterangandlsabilitas(12):

1:DisabilitasFislk

2:Disabllitaslntelektual

3:DisabilitasMental

4rDisabilitassen5orik

KeteranganStatusPerekaman

KrP-el(13);

B: EelumRekam

S: SudahRekam(Suket)

K:SudahRekam(KfP-el)

*) Keterangan(14):

B : Pemllih Baru
Ui Ubahdata
1: Menlnggal

2: Ganda

3: DibawahUmur
4: Plndah Domlslll

5: TidakDlkenal

6: TNI

7:Polrl

8: HilanSingatan
9 : Hak Pilih Dicabut

10: gukanPenduduk

2 9



Model A.1.A-KWK

FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT TERHADAP DPfi
PEI\IIUHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIORA

TAHUN 2O2O

ini ................,tanggal..........................,KPU Kabupaten BLORA/PPK/PPS
menerima tanggapan dan masukan terhadap DPS dari :

Pada hari
*)

Nama

MK

Tempat dan Tanggaltahir

Alamat

Desa/Kelurahan

Kecamatan

Kabupaten

Provinsi

Sebagai bagian : Masyarakat/Pengawas Pemilihan/Peserta Pemilihan *)

Materi/alasan memberikan tanggapan dan masukan karena:

No Jenis Tanggapan dan Masukan

L. Kesalahan elemen data pemilih

2. Pemilih belum terdaftar

3. Pemilih tidak memenuhi syarat

Jumlah

Data dukung tanggapan dan masukan berupa :

1. Salinanldentitas Kependudukan atau SuratKeterangan

2. Dokumen Elektronik dalambentukexcel/cw/PDF

3. Lainnya..........

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Demikian masukarr dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk
digunakan sebogai bukti perbaikan DPSPemilihanBupati dan Wakil Bupati BLORATahun

2020.

2020

Tertanda
Pemberi Masukan/Tanggapan

(....................................)

*l Coret yang tldak perlu

(....................................)



la ,al

K€terangendisabilitas(12):

I :DisabilitaEFisik

2:Di8abiUtaslntelcktual

3:DisabilitasMental

4:Disabilitas.Sensorit

IGterarganstatusPerekaEar

IfiP-el(13):

B: BelumReka.o

S: SudahRekara(Suket)

K:SudahRekam(KTP-el)

t) Ketersngan(14):

B : Pemilih Baru
U: Ubshd6f,
l: Meninggal

2: Ganda

Model A.2-KWK

............tan99a1,.........,,...,,,..,...,.,2O2O

PANIIIA PEMTJNGUTAN SUARA

KETUA

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA

TAHUN 2O2O

PROVINSI
KABUPATEN

: JAWA TENGAH
: BIORA

Kecamatan
Kelurahan
TPS

KeteranganStatus

p€*awinan(7):

B: B€luelkwin

Si Kawin

P: PemahKawin

5: TidakDikenal

6: TNI

7: Polri

8: Hilangingatan
9 : H6k Pilih

Alamat
t{o No KX NIK Nama

Temp.t
lahlr

Strtur
P!rl.lwlnan

slslP

JGnls

felamln
VP

Jal.n/Duluh
Rt Rw

Oisabilltas

St!tu5
Daaakaman

fTP-€l
slsfi

Kete6ntar ')

1 2 10 1i 12 13 143 4 5 6 7 8 I

3

4

5

6

7

8

9

10

72

13

L4

15

16

L7

18

19

IIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIrIIIIIIII

3: DibawahuEur
4: Pindah Domisili

1O: BukanPenduduk

T.nttal
Llhlr

1

2

tttt
f----f-----

llI I

---tI m
f----T------
I

-I-trtt
T-----r------r-

tttr

t----r----l



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DESA/ KELURAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA

TAHUN 2O2O

OLEH PPS

Model A.2.1-KWI(

PROVINSI
KABUPATEN/KOTA

:JAWATENGAH
:BLORA

Kecamatan
Desa/Kelurahan

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota

No. PemilihA.l-KWK PemilihBaru PemilihTidakMemenuhi Syarat Keterangan
P P L+P L L+P L L+P

I
2
I

s
)

t4

TOTAT

.'..............t

Disahkan dalam Rapat Pleno PPS Tanggal ...2O2O

PAITITIA PEUIIITGIITAT SUARA

Nama Tanda Tangan

NomorTPS
L L+ t P P



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN KECAMATAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA
TAHUN 2O2O

Model A.2.2-I(WK

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN/KOTA : BLORA
KECAMATAN : ..............

VK PemilihBaru
P L+P L P L P L+P

KeterangsrtNo. NamaDesa/Keftrre
hafl

Jumlah
TPS L P L+P L

1

2

l4
5

TUTAT

--

I
Disahkan dalam Rapat Pleno PPK Tanggal ..................2O2O

PAITITIA PEUILIHAI| IITCATATAIT

Nama Tanda Tangan

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota

4. Anggota

5. Anggota

riSvarst Pe
L+P



PROVINSI
KABUPATEN/KOTA

: JAWA TENGAH
:BLORA

Kecamatan
Desa/ Kelurahan
TPS

Model A.3-KWK

BARCODE

KPU KqBUPATEN BLORA

KETUA,

DAFTAR PEMILIH TE"TAP

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA
TAHUN 2O2O

No No x( Ntx Nama
Tempat

LEhit
T8nSgal

L.hlr

Status
Perllwlnan

alslP

Jenl3

l(el.mln

vP

Alamat
Dlsabilitai

stltui
p!rckaman

KTP{l
Bis,IP

iGterant.n ')
Jalan/Dukuh Rt Rw

1 2 3 4 5 6 1 I 9 10 11 12 14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

74

15

16

17

18

19

20

Ditetapkan di,..,,..,,..,tan99a1,....,,..,Keteranganstatus
perkawinan(7):

B:Beluml(awin

S:Kawin

P:Pernah Kawin

keterangandisabilitas( 1 2):

1: DisabilitasFisik
2: Disabilitaslnteleltual
3: Disabi.litasMental
4 :DisabilitaBsensorik

KeteranganStatusPerekaman

KTP-el(13):

8: BelumRekam

5: SudahRekam(5uket)

(:sudahRekam(KTP-el)

.20m

--r- r----r---m tt
--T_-rTL I

L
I

-+- I

I

I

[--T_---r-__lm
l-----T------r-__l

r--r---m
f-I--
Fmm

r
m

t---
r-T+ I

ll

Ittt

f-_l ll -----T- tttt
-T-]_---l- ttl t-------r----

=

f-T-l I

(.........,...,..,.........................)



PROVINSI
I(ABUPATEN

Model A.3.1-KWK

REKAPITUI,ASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BI.ORATAHUN 2O2O

OLEII XPU I{ABI'PATEITBLORA

: JAWATENGAH
: BLORA

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU KABUPATEN Tanggal 2020

KOUISI PEUILEIAIT I'UUU KABT'PATTT BIORA

Nama Tanda Tangan

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota

4. Anggota

5. Anggota

Nama Kecamatan
Jumlah

Desa/Kel.
Jumlah

TPS P t+P
Keterangan

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

t2
13

t4
15

TOTAL

No.
Jumlah Pemilih

t
1



DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA
TAHUN 2O2O

Kecamatan
Desa/ Kelurahan
TPS

Model A.4-KWN

Dtetapkar di...,...,...,tanggal

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KETUA,

PROVINSI :JAWATENGAH
K{BUPATEN / KOTA : BLORA

Keteranganstatus
perkawinan(7):
B:Belumlhwin
S:Kawin

P:Pernah Kawin

keterangandisabiutas( 1 2):

1: DisabilitasFisik
2: Disabilitaslntetektual
3: DisabilitasMental
4 : DisabilitasSensorik

KeteranganstatusPerekaman

KrP-el(13):

Br gelumRekam

s: SudahRekam(suket)

K:SudahRekam(fiP-el)

Alamat
Dieabllltas Ket€ranSan

Statui
PedewlnEn

BlslP

Jcnli
lclamln

VP
Jal.n/Oukuh

Rt Rw

Tempat
Lahlr

TanSgal
LahlrNr( NamaNo No KX

13 148 I 10 t1 125 6 13 11 2

I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1t

13

t4

15

16

t7

18

19

20

IIIIII

IIII

.N20

Statui
parckamar

KTP-oI
.lslP

I-----f--I
Ir

I I

I -rl f--T-
I

t------l r

T

F-- -T-_ |--
L T---T--___l

-

T--__l
r---r--__lT- I

Ir

f- I

I

tt

I

r

I

I

-_rtt

I

I

__-]

IL
I t---T--f--T-

r---tl
tTr-r-r ItIH

r T- IrT---r-
=

(.,...,...................... .............)



Model A.S-KWKSURAT PEMBERITAHUA}I
(DAFTAR PEMILIH PINDAHANT)

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA
TAHUN 2O2O

KPU KabupatenBlORA/Panitia Pernungutan Suara @PS) Desa/I(elurahan r)........
Hari......................Tan99a1....
Pindah Memilih bagi :

.Bulan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tahun 2020 mengeluarkan Surat Pemberitahuan

No.Kartu Keluarga

Nomor Induk Kependudukan

Nama Lengkap

Alamat Lengkap

....pada

Alasan Pindah Memilih :

Menjalankan Tugas
Menjalani rawat inap atau keluarga mendampingi
Menjalani perawatan di panti sosiaUrehabilitasi
Menjalani rehabilitasi narkoba
Menjalani tahanan di rutan atau lapas

Tugas belajar/menempuh pendidikan
Pindah Domisili
Tertimpa bencana alam

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

I TPS

2 Desa./Kelurahan

3 Kecamatan

Digunakan oleh pemilih untuk memberikan haknya untuk memilih di:
l. TPS **)
2. Desa/I(elurahan
3. Kecamatan
4. Kabupaten
5. Provinsi

Jenis surat suara yang dapat digunakan untuk memilih ***)

l. BupatidanWakilBupatiBLORA

KPU Kabupaten BLORA/

Panitia Pemungutan Suara *)

Keterangan
Lembar Surat Pemberitahuen ini dibuat 2 (dua) renghp*) @rctyang ttdakperlu**) tuttgtslart tilomor 7?S tlduandllakulcanolahEPtlf,abupcfenBl0RAd,an. PPSTt4luan***) Pallla carnta,ldenganketenfi.tan haffiUh

4

5

Kabupaten/I(ota

Provinsi

IIIIII

( )



DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN Model A.Tb-
KWK

PROVINSI

KABUPATEN

: JAWA
TENGAH
: BLORA

Kecamaten

Desa/ Kelurahan
TPS

Keterangan disabilitas( 1 2):
1: Disabilitas Fisik
2: Disabilitas htelektual
3: Disabilitas Mental
4: Disablitas Sensorik

(eterangan Status Perekaman
KTP-el(13):

B: Belum Rekam
S: Sudah Rekam (Suket)

X:Sudah Rekam(KTP-el)

Ditelapkar di............tan99a|,......................2020

KELOMPOK PET.IYELENGGARA PEMUNGUTAN SUA&q
KETUA,

No No KK NIK Nama
Tempat

L.hlr
TanSgsl

lehlr

Strtus
Perkarxlnan

BlslP

,.n13

Kdamln

VP

Alamat
Disabllltas

statu9
perekaman

KfP-el
BISIP

Keterantan
Jal.n/Dukuh

Rt Rr.,

1 2 3 4 5 6 1 I I 10 11 12 13 14

1

2

3

4

5

6

8

9

10

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA
TAHUN 2O2O

Keterangan Status
perkawinan(7):
B: BelumKawin
S: Kawin
P: Pernah Kawin

(..........,...........,...,......,.......)

7


